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Abstrak 

Seorang Nazir Wakaf merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi manfaat dari harta wakaf. Posisi ini 

memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan serta memastikan 

bahwa tujuan wakaf, baik yang bersifat amal sosial maupun keagamaan, dapat 

tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tanggung jawab Nazir Wakaf 

mencakup penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam pengelolaan harta dan 

distribusi manfaat. Seorang Nazir Wakaf diharapkan menjalankan tugasnya dengan 

itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan manfaat maksimal dari 

harta wakaf sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam. 

Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf 

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak 

dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati 

orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada waqif. 

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir). Nazhir wakaf sebagai 

orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Dia mempunyai 

tanggung jawab untuk menangani hal-hal di bawah ini: 
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1. Mengelola dan memelihara harta wakaf. 

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan 

harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada 

kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, para fukaha sepakat, bahwa tugas 

pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola 

harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik.
1
 

Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat 

melakukannya dengan cara: 

2. keuntungan Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan 

dan tidaka ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai 

hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf disalurkan kepada 

mustahik.
2
 

Dalam masalah menyewakan harta wakaf, di kalangan Hanafiyah menyatakan jika 

waqif mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau 

lebih, maka nazhir harus tunduk pada persyaratan tersebut. Akan tetapi, ulama lain 

dari golongan Hanafi menyatakan menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu 

yang lama tidak dibolehkan, karena hal tersebut membawa pada berubahnya fungsi 

wakaf. Menurut Mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf 

selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta wakaf 

itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh disewakan 

dalam waktu yang lama, seperti 40-50 tahun. Namun, ulama ini mensyaratkan harga 

sewanya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku (harga pasaran).
3
 Menurut 

Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga yang lebih rendah dari 
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harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah. 

Akan tetapi, menurut Ulama Hanbali, akad sewa ini tetap sah dengan 

syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab nazhir. 

3. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara 

menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil,
4
 seperti muzara'ah dan 

musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini 

jelas akan memberi dampak posistif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

4. Membangun bangunan di atas tanah wakaf.
5
 

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti 

pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun waqif 

tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan 

yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh mustahik. 

5. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. 

Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf 

menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, 

misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi 

apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu 

tetap sesuai dengan ketentuan dari waqif dan tujuan wakaf.
6
 

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha 

memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.
7
 Namun, ia tidak boleh 

menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh waqif. Artinya, ia tidak berhak men-

tasyaruf-kan harta wakaf atas keinginan pribadi seperti menyewakan harta wakaf 
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untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berutang atas nama wakal, 

menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain 

menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i karena ia terikat 

dengan ketentuan yang dipersyaratkan waqif. 

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan dari mana sumber dana untuk melakukan 

pemeliharaan harta wakaf? Jika waqif menyediakan dana khusus untuk itu, nazhir 

hendaknya menggunakan dana yang telah disiapkan waqif untuk pengelolaan harta 

wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun biaya pemeliharaan harta 

wakaf yang diambil dari hasil wakaf itu sendiri. Bila harta wakaf keadaannya sudah 

siap untuk dimanfaatkan, seperti rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang 

siap untuk ditanami, dana pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu 

sendiri.
8
 Jika harta wakaf membutuhkan dana pemeliharaan, nazhir harus 

memprioritaskan dana perawatan daripada membagikannya kepada mustahik. Bila 

harta wakaf digunakan untuk sarana umum, seperti masjid, nazhir dapat 

menggunakan hasil wakaf untuk kepentingan pembangunan atau perawatan masjid. 

Akan tetapi, bila masjid tidak mempunyai sumber dana, dana perawatan dapat 

diperoleh dari kas negara (baitul maal).
9
 

2. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak 

ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal 

yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.
10

 

Dalam masalah menyewakan harta wakaf, di kalangan Hanafiyah menyatakan jika 

waqif mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau 

lebih, maka nazhir harus tunduk pada persyaratan tersebut. Akan tetapi, ulama lain 

dari golongan Hanafi menyatakan menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu 

yang lama tidak dibolehkan, karena hal tersebut membawa pada berubahnya fungsi 
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wakaf.
11

  Menurut Mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta 

wakaf selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta 

wakaf itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh 

disewakan dalam waktu yang lama, seperti 40-50 tahun. Namun, ulama ini 

mensyaratkan harga sewa nya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku 

(harga pasaran).
12

  Menurut Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan 

harga yang lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad 

sewa itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, menurut Ulama Hanbali, akad sewa ini 

tetap sah dengan syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab nazhir.
13

 

3. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara 

menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil,
14

 seperti muzara'ah dan 

musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini 

jelas akan memberi dampak posistif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

4. Membangun bangunan di atas tanah wakaf. 

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti 

pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun waqif 

tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemashlahatan 

yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar yang akan dirasakan oleh para 

mustahik.
15

 

5. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. 
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Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf 

menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, 

misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi 

apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu 

tetap sesuai dengan ketentuan dari waqif dan tujuan wakaf.
16

 

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha 

memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.
17

 Namun, ia tidak boleh 

menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh waqif. Artinya, ia tidak berhak men-

tasyaruf-kan harta wakaf atas keinginan pribadi seperti menyewakan harta wakaf 

untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berutang atas nama wakaf, 

menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain 

menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i karena ia terikat 

dengan ketentuan yang dipersyaratkan waqif.
18

 

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan dari mana sumber dana untuk melakukan 

pemeliharaan harta wakaf? Jika waqif menyediakan dana khusus untuk itu, nazhir 

hendaknya menggunakan dana yang telah disiapkan waqif untuk pengelolaan harta 

wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun biaya pemeliharaan harta 

wakaf yang diambil dari hasil wakaf itu sendiri.
19

 Bila harta wakaf keadaannya sudah 

siap untuk dimanfaatkan, seperti rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang 

siap untuk ditanami, dana pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu 

sendiri. Jika harta wakaf membutuhkan dana pemeliharaan, nazhir harus 

memprioritaskan dana perawatan daripada membagikannya kepada mustahik. Bila 

harta wakaf digunakan untuk sarana umum, seperti masjid, nazhir dapat 
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menggunakan hasil wakaf untuk kepentingan pembangunan atau perawatan masjid. 

Akan tetapi, bila masjid tidak mempunyai sumber dana, dana perawatan dapat 

diperoleh dari kas negara (baitul maal).
20

 

6. Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara,
21

 Nazhir 

diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari waqif yang sesuai dengan 

hukum sehingga nazhir tidak diperkenankari melanggarnya kecuali ada faktor lain 

yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk 

melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan disetujui pengadilan. Para fukaha 

menetapkan syarat yang dibuat oleh waqif ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan 

syari 

7. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf. Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya 

untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat 

dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan 

pengacara. 

8. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu 

sendiri. Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir 

berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti 

pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya persidangan, utang akibat biaya 

perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi 

harta wakaf. Pelunasan itu harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf kepada 

para mustahik.
22

 

9. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak 

menerimanya. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para mustahik. 

Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazhir wakaf, kecuali 
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ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil 

wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut, atau melunasi kewajiban yang 

berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang 

menyerahkannya kepada para mustahik. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf 

kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan waqif.
23

 

10. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Nazhir 

bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. 

Berdasarkan hal ini ia dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika nazhir melakukan 

penghianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan 

harta wakaf rusak, tugas mengelola dengan harta wakaf dicabut oleh hakim 

(pemerintahan) dan menyerahkan pada orang lain.
24

 

Kesimpulan 

Tanggung jawab dan hak seorang Nazir Wakaf saling terkait dan harus dilaksanakan 

dengan itikad baik, transparansi, serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kedua 

aspek tersebut merupakan fondasi untuk menjaga keberlanjutan serta efektivitas dari 

wakaf dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan memenuhi tujuan yang 

diwakafkan 
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